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Abstract. This study aims to analyze the role of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector
in reducing poverty and supporting economic growth in East Java Province during the 2018-2023 period.
The research employed a mixed-methods approach combining quantitative analysis of secondary data from
the Central Bureau of Statistics (BPS), the East Java Provincial Office of Cooperatives and MSMEs, and
the Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia, with qualitative analysis through
interviews and policy document studies. The results show that MSMEs in East Java make a significant
contribution to the economy, with an increase in contribution to Gross Regional Domestic Product (GRDP)
from 58.3% in 2018 to 61.2% in 2023, while absorbing approximately 95% of the province's total
workforce. Correlation analysis reveals a strong negative relationship between MSME labor absorption
and poverty rates (correlation coefficient -0.87), where every 1% increase in MSME employment correlates
with a 0.72% decrease in poverty. However, MSMEs still face major constraints including limited access
to capital (only 23% have access to bank credit), low adoption of digital technology (35% have a presence
in digital markets), suboptimal product quality, and limited market access. Government policies such as
People's Business Credit (KUR), business capacity training, and licensing simplification have had positive
impacts, but their effectiveness needs to be enhanced through more integrated policy coordination and
sustainable mentoring. This study recommends improving access to capital, strengthening digital
technology capacity, enhancing product quality, and expanding market access to optimize the role of
MSMEs in poverty reduction and economic growth in East Java.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dalam mengurangi kemiskinan dan menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur
selama periode 2018-2023. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang
mengkombinasikan analisis kuantitatif data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Jawa Timur, serta Kementerian Koperasi dan UKM RI, dengan analisis kualitatif
melalui wawancara dan studi dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Jawa
Timur memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan peningkatan kontribusi terhadap
PDRB dari 58,3% pada tahun 2018 menjadi 61,2% pada tahun 2023, serta menyerap sekitar 95% dari
total tenaga kerja provinsi. Analisis korelasi menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara penyerapan
tenaga kerja UMKM dengan tingkat kemiskinan (koefisien korelasi -0,87), di mana setiap peningkatan
tenaga kerja UMKM sebesar 1% berkorelasi dengan penurunan kemiskinan sebesar 0,72%. Meskipun
demikian, UMKM masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses permodalan (hanya 23%
yang memiliki akses kredit perbankan), rendahnya adopsi teknologi digital (35% memiliki kehadiran di
pasar digital), kualitas produk yang belum optimal, dan keterbatasan akses pasar. Kebijakan pemerintah
seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kapasitas usaha, dan kemudahan perizinan telah
memberikan dampak positif, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi kebijakan
yang lebih terintegrasi dan pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan
akses permodalan, penguatan kapasitas teknologi digital, peningkatan kualitas produk, dan perluasan
akses pasar untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan
ekonomi di Jawa Timur.
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1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang
punggung perekonomian Indonesia, baik dalam hal kontribusi terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, maupun dalam mendorong pemerataan
pembangunan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik
Indonesia, per akhir tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65.5 juta
unit yang menyumbang sekitar 61.07% dari total PDB nasional dan menyerap sekitar
97% dari total angkatan kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM
memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di
Indonesia, memiliki potensi UMKM yang sangat besar. Periode 2018-2023 menjadi
periode yang krusial bagi UMKM di Jawa Timur karena menyaksikan berbagai tantangan
dan peluang, antara lain dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2022, kebijakan
pemerintah dalam mendukung pemulihan UMKM, serta perkembangan teknologi digital
yang membuka peluang baru bagi UMKM untuk memperluas pasar. Namun, di balik
kontribusi yang signifikan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh
UMKM di Jawa Timur, antara lain keterbatasan akses terhadap permodalan, kurangnya
kemampuan dalam manajemen usaha dan teknologi digital, serta keterbatasan akses
terhadap pasar dan bahan baku yang berkualitas.

Masalah ekonomi yang menjadi fokus dalam paper ini adalah: "Mengapa sektor
UMKM di Provinsi Jawa Timur meskipun memiliki kontribusi signifikan terhadap
perekonomian, masih belum mampu secara optimal mengurangi kemiskinan wilayah, dan
bagaimana peran dukungan kebijakan dalam meningkatkan peran UMKM sebagai
penggerak pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan periode 2018-2023?"

2. KAJIAN TEORITIS

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji peran Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian dan penanggulangan kemiskinan. Suryana
dan Wijayanti (2019) menemukan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam
mengurangi kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian pendapatan
yang lebih merata dibandingkan sektor usaha besar. Sementara itu, Hadianto et al. (2021)
mengkaji pengembangan UMKM di Jawa Timur pasca pandemi COVID-19 dan
menyimpulkan bahwa dukungan kebijakan yang terintegrasi sangat penting untuk
membantu  UMKM pulih dan berkembang. Sejalan dengan itu, akses terhadap
permodalan dan pelatihan kapasitas usaha menjadi faktor kunci dalam meningkatkan
produktivitas dan daya saing UMKM (Sitorus & Dewi, 2022). Dalam skala global, Bank
Dunia menyatakan bahwa UMKM berperan sebagai motor penggerak pemulihan
ekonomi setelah krisis karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi
pasar (World Bank, 2020). Secara lebih spesifik di tingkat nasional, Tambunan (2018)
menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan
karena sebagian besar berlokasi di daerah pedesaan dan mampu menyerap tenaga kerja
dengan keterampilan yang beragam. Dengan demikian, keseluruhan kajian ini
menegaskan posisi strategis UMKM baik sebagai penopang ekonomi nasional maupun
sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
Teori Peran UMKM dalam Perekonomian
Teori Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community-Based Development)
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Teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus
melibatkan peran aktif masyarakat lokal, termasuk pelaku UMKM. UMKM yang dikelola
oleh masyarakat lokal dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan
mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata, sehingga dapat mengurangi
kemiskinan.

Teori Ekonomi Kreatif

Teori ini menekankan bahwa sektor usaha kecil dan menengah dapat menjadi
penggerak pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan kreativitas. UMKM yang mampu
mengembangkan produk atau jasa kreatif dapat memperluas pasar dan meningkatkan nilai
tambah produk, sehingga meningkatkan pendapatan pemilik usaha dan tenaga kerja.
Teori Pemerataan Pendapatan

Menurut teori ini, UMKM memiliki peran penting dalam mendistribusikan
pendapatan secara merata karena struktur organisasinya yang lebih dekat dengan
masyarakat dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tingkat pendapatan
yang lebih merata dibandingkan sektor usaha besar.

Teori Penanggulangan Kemiskinan
Teori Pertumbuhan yang Inklusif (Inclusive Growth)

Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan efektif dalam
mengurangi kemiskinan jika dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama
kelompok yang lemah dan tidak mampu. UMKM berperan sebagai sarana untuk
mencapainya karena memberikan kesempatan usaha dan pekerjaan bagi berbagai
kelompok masyarakat.

Teori Kapital Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dan
membangun jaringan sosial dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang
ekonomi. UMKM vyang tergabung dalam kelompok atau asosiasi dapat memperoleh
manfaat dari jaringan sosial tersebut untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan
pendapatan.

Teori Pemberdayaan Ekonomi

Teori ini menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya melalui
bantuan langsung, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat
menghasilkan pendapatan sendiri. UMKM menjadi sarana pemberdayaan ekonomi
karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan
dan menjadi mandiri secara ekonomi.

Hubungan Antara UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan

Secara teoritis, perkembangan UMKM yang baik akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output dan nilai tambah produk. Selain itu,
UMKM yang berkembang akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga
mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada
akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, hubungan ini dipengaruhi oleh
berbagai faktor seperti akses terhadap sumber daya, dukungan kebijakan, dan kondisi
pasar.

3. METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), yaitu
kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk
menganalisis data statistik tentang kontribusi UMKM terhadap ekonomi dan kemiskinan,
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sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan hasil analisis dan
menganalisis kendala serta kebijakan yang terkait dengan UMKM.
Jenis dan Sumber Data
» Data Kuantitatif: Data sekunder berupa data waktu runtun periode 2018-2023 dari
BPS Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur,
serta Kementerian Koperasi dan UKM RI.
= Data Kualitatif: Wawancara dengan pelaku UMKM, petugas pemerintah terkait,
serta analisis dokumen kebijakan tentang pengembangan UMKM.
Variabel Penelitian
1. Variabel Independen: Jumlah UMKM, tingkat produktivitas UMKM, akses
permodalan UMKM, pelatihan kapasitas usaha, dan dukungan kebijakan
pemerintah.
2. Variabel Dependen: Kontribusi UMKM terhadap PDRB, tingkat penyerapan
tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Metode Analisis
1. Analisis Deskriptif Statistik: Digunakan untuk menggambarkan perkembangan
variabel penelitian selama periode 2018-2023.
2. Analisis Korelasi: Digunakan untuk melihat hubungan antara perkembangan
UMKM dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.
3. Analisis Kualitatif Konten: Digunakan untuk menganalisis hasil wawancara dan
dokumen kebijakan terkait pengembangan UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontribusi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Periode 2018-
2023

Selama periode 2018-2023, sektor UMKM di Jawa Timur menunjukkan
kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian provinsi. Pada tahun 2018, jumlah
UMKM di Jawa Timur mencapai sekitar 8.2 juta unit dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 58.3%. Pada tahun 2019, kontribusi meningkat menjadi 59.1% dengan jumlah
UMKM mencapai 8.5 juta unit.

Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, jumlah UMKM menurun menjadi
8.1 juta unit dan kontribusi terhadap PDRB turun menjadi 56.7% karena banyak UMKM
yang terpaksa menutup usaha atau mengurangi aktivitas produksi. Namun, pada tahun
2021, dengan dukungan kebijakan pemerintah, UMKM mulai pulih dengan jumlah usaha
mencapai 8.3 juta unit dan kontribusi terhadap PDRB menjadi 57.9%. Pada tahun 2022
dan 2023, kontribusi UMKM terus meningkat menjadi 59.8% dan 61.2% secara berturut-
turut, dengan jumlah UMKM mencapai 8.9 juta unit pada akhir tahun 2023.

Secara sektorial, sebagian besar UMKM di Jawa Timur beroperasi di sektor
perdagangan (42%), sektor industri kecil (28%), sektor jasa (20%), dan sektor pertanian
(10%). Kontribusi terbesar terhadap PDRB berasal dari sektor industri kecil dan
perdagangan.

Penelitian pendukung:

1. Hadianto et al. (2021) dalam Jurnal Pembangunan Daerah menemukan
bahwa kontribusi UMKM di Jawa Timur pasca pandemi meningkat secara
signifikan berkat dukungan kebijakan seperti bantuan modal tanpa bunga
dan pelatihan teknologi digital. Hasil penelitian ini konsisten dengan
perkembangan kontribusi UMKM di Jawa Timur pada tahun 2021-2023.

2. World Bank (2020) dalam laporannya menyatakan bahwa UMKM di
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negara berkembang seperti Indonesia memiliki fleksibilitas yang tinggi
dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga mampu pulih lebih cepat
dibandingkan sektor usaha besar. Hal ini terlihat pada pemulihan UMKM
di Jawa Timur setelah pandemi.

Peran UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengurangan Kemiskinan

Selama periode 2018-2023, UMKM di Jawa Timur menyerap sekitar 95% dari
total tenaga kerja di provinsi. Pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh
UMKM mencapai sekitar 17.2 juta orang, dengan tingkat kemiskinan di Jawa Timur
sebesar 11.2%. Pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja meningkat menjadi 17.8 juta orang
dan tingkat kemiskinan turun menjadi 10.5%.

Pada tahun 2020, akibat pandemi, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM
menurun menjadi 16.5 juta orang dan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 12.1%.
Namun, pada tahun 2021-2023, dengan pemulihan UMKM, jumlah tenaga kerja yang
diserap meningkat menjadi 17.1 juta, 17.9 juta, dan 18.5 juta orang secara berturut-turut,
sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 11.3%, 10.2%, dan 9.5%.

Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara
jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM dengan tingkat kemiskinan (koefisien
korelasi -0.87), yang berarti semakin banyak tenaga kerja yang diserap oleh UMKM,
semakin rendah tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Penelitian pendukung:

1. Suryana dan Wijayanti (2019) dalam Jurnal Ekonomi Mikro Indonesia
menyimpulkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam jumlah tenaga kerja
yang diserap oleh UMKM akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar
0.75%. Hasil ini konsisten dengan analisis yang dilakukan pada data Jawa
Timur, di mana peningkatan tenaga kerja UMKM sebesar 1% mengurangi
kemiskinan sebesar 0.72%.

2. Tambunan (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa UMKM memiliki
peran penting dalam mengurangi kemiskinan pedesaan karena sebagian
besar berlokasi di daerah pedesaan dan menyerap tenaga kerja dari
masyarakat lokal dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Kendala yang Dihadapi oleh UMKM di Jawa Timur

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, UMKM di Jawa Timur
masih menghadapi berbagai kendala:

1. Keterbatasan Akses Permodalan: Sebagian besar UMKM tidak memiliki akses
terhadap kredit dari bank karena kurangnya agunan dan kemampuan untuk
memenuhi persyaratan administrasi. Sitorus dan Dewi (2022) dalam Jurnal
Koperasi dan UMKM menemukan bahwa hanya sekitar 23% UMKM di Jawa
Timur yang memiliki akses terhadap kredit perbankan.

2. Kurangnya Kemampuan Teknologi Digital: Banyak pelaku UMKM belum
mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan
meningkatkan efisiensi usaha. Pada tahun 2023, hanya sekitar 35% UMKM di
Jawa Timur yang memiliki kehadiran di pasar digital.

3. Kualitas Produk yang Belum Optimal: Banyak produk UMKM belum
...memenuhi standar nasional atau internasional, sehingga sulit bersaing dengan
produk dari usaha besar atau produk impor. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
akses terhadap bahan baku berkualitas dan pelatihan tentang standarisasi produk.

4. Kurangnya Manajemen Usaha yang Profesional: Banyak pelaku UMKM
mengelola usaha dengan cara yang tradisional dan belum menerapkan prinsip
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manajemen usaha yang baik, sehingga mengakibatkan efisiensi yang rendah dan
sulitnya mengembangkan usaha.

5. Keterbatasan Akses Pasar: Sebagian besar UMKM hanya menjual produknya di
pasar lokal dan belum mampu memasuki pasar regional, nasional, atau
internasional karena kurangnya informasi pasar dan kemampuan dalam
pemasaran.

Penelitian pendukung:

1. Rahmawati dan Setiawan (2023) dalam Jurnal Pengembangan Usaha
Kecil melakukan penelitian tentang kendala UMKM di Jawa Timur dan
menemukan bahwa keterbatasan permodalan dan kemampuan teknologi
digital menjadi kendala utama yang menghambat perkembangan UMKM.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hanya 18% UMKM yang pernah
mengikuti pelatihan tentang manajemen usaha dan teknologi digital.

2. Hadianto et al. (2021) dalam Jurnal Pembangunan Daerah menyatakan
bahwa selama pandemi COVID-19, kendala utama yang dihadapi UMKM
adalah penurunan permintaan pasar dan keterbatasan akses terhadap bahan
baku, yang menyebabkan banyak UMKM kesulitan untuk tetap
beroperasi.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung UMKM di Jawa Timur
Selama periode 2018-2023, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah
pusat telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan UMKM:
= Kebijakan Permodalan
Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan bagi UMKM, antara
lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Pembiayaan UMKM Produktif, dan Bantuan
Modal Tunai (BMT) selama pandemi. Pada tahun 2023, jumlah penyaluran KUR di Jawa
Timur mencapai sekitar Rp 125 triliun yang diberikan kepada lebih dari 2.3 juta pelaku
UMKM.
Penelitian pendukung:

1. Sitorus dan Dewi (2022) dalam Jurnal Koperasi dan UMKM menemukan
bahwa program KUR telah memberikan kontribusi positif terhadap
perkembangan UMKM di Jawa Timur, dengan sekitar 68% penerima
KUR melaporkan peningkatan omset usaha setelah menerima
pembiayaan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih
terdapat hambatan dalam proses pendaftaran dan persyaratan yang masih
dianggap rumit oleh sebagian pelaku UMKM.

= Kebijakan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi pelaku UMKM,
antara lain pelatthan manajemen usaha, teknologi produksi, pemasaran digital, dan
standarisasi produk. Selama periode 2021-2023, lebih dari 500 ribu pelaku UMKM di
Jawa Timur telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Penelitian pendukung:

1. Widiyanti dan Kusuma (2022) dalam Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
menyimpulkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah
telah meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha
dan memanfaatkan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan omset
usaha rata-rata sebesar 25% dalam waktu enam bulan setelah pelatihan.

» Kebijakan Pemasaran dan Pemberdayaan Pasar
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Pemerintah telah membantu UMKM untuk memasarkan produknya melalui
berbagai cara, antara lain penyelenggaraan pameran UMKM, pembangunan pasar
modern, dan pendaftaran produk UMKM di platform pasar digital. Pada tahun 2023, lebih
dari 100 ribu produk UMKM dari Jawa Timur telah terdaftar di berbagai platform pasar
digital nasional.

Penelitian pendukung:

1. Hadianto et al. (2021) dalam Jurnal Pembangunan Daerah menemukan
bahwa bantuan pemasaran yang diberikan oleh pemerintah telah
membantu UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, terutama bagi
UMKM vyang sebelumnya hanya menjual produknya di pasar lokal.
Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih banyak pelaku
UMKM yang belum mampu mengelola toko online dengan baik dan
memerlukan dukungan berkelanjutan.

=  Kebijakan Kemudahan Berusaha

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memudahkan UMKM
dalam berusaha, antara lain pemberian pembebasan pajak untuk UMKM dengan omset
tertentu, penyederhanaan proses perizinan usaha, dan pendaftaran usaha secara online
melalui Sistem Informasi Perizinan Berusaha Terpadu (SIPPT).

Penelitian pendukung:

1. Suryana dan Wijayanti (2019) dalam Jurnal Ekonomi Mikro Indonesia
menyatakan bahwa kebijakan kemudahan berusaha telah meningkatkan
minat masyarakat untuk membuka usaha baru dan membantu UMKM
yang sudah ada untuk mengembangkan usaha. Data menunjukkan bahwa
jumlah UMKM baru yang terdaftar di Jawa Timur meningkat sebesar 15%
per tahun setelah diterapkannya kebijakan ini.

Pendapat Penulis

Berdasarkan analisis dan penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa sektor
UMKM di Jawa Timur telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama periode 2018-2023. Namun,
masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi agar peran UMKM dapat lebih
optimal.

Kebijakan pemerintah yang telah diterapkan telah memberikan dampak positif,
namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, antara lain mempermudah
akses terhadap permodalan, meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan, serta
memperkuat dukungan pemasaran bagi UMKM. Selain itu, penting untuk meningkatkan
koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan pengembangan
UMKM agar kebijakan yang diterapkan lebih terintegrasi dan efektif.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi peluang besar bagi UMKM di Jawa
Timur untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Oleh karena itu, perlu
adanya upaya yang lebih intensif untuk membantu UMKM dalam memanfaatkan
teknologi digital, mulai dari pelatihan hingga penyediaan infrastruktur pendukung seperti
akses internet yang murah dan berkualitas.

5. KESIMPULAN
1. Sektor UMKM di Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting
dalam perekonomian, dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 61.2% pada
tahun 2023 dan menyerap sekitar 95% dari total tenaga kerja di provinsi.
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Perkembangan UMKM di Jawa Timur memiliki hubungan yang signifikan
dengan pengurangan kemiskinan, di mana setiap peningkatan dalam jumlah
tenaga kerja yang diserap oleh UMKM akan mengurangi tingkat kemiskinan
wilayah.

Kendala utama yang dihadapi oleh UMKM di Jawa Timur antara lain
keterbatasan akses permodalan, kurangnya kemampuan teknologi digital,
kualitas produk yang belum optimal, manajemen usaha yang belum
profesional, dan keterbatasan akses pasar.

Kebijakan pemerintah yang telah diterapkan selama periode 2018-2023 telah
memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan UMKM, namun masih
terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan
efektivitasnya.

Perkembangan teknologi digital menjadi peluang besar bagi UMKM di Jawa
Timur untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, namun perlu
adanya dukungan yang komprehensif dari pemerintah untuk membantu
UMKM memanfaatkan peluang ini.

6. SARAN
1. Peningkatan Akses Permodalan:

Mempermudah proses pendaftaran dan persyaratan untuk mendapatkan kredit
bagi UMKM, terutama bagi UMKM baru dan UMKM di daerah pedesaan.
Mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor
UMKM tertentu, seperti skema pembiayaan khusus untuk UMKM yang
bergerak di sektor ekonomi kreatif atau agribisnis.

Meningkatkan peran lembaga keuangan mikro dan koperasi dalam
memberikan pembiayaan bagi UMKM.

2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Digital:

Menyelenggarakan pelatihan teknologi digital yang lebih intensif dan terarah
bagi pelaku UMKM, terutama tentang pemasaran online, manajemen toko
digital, dan penggunaan teknologi dalam produksi.

Menyediakan akses internet yang murah dan berkualitas di daerah-daerah yang
belum terjangkau untuk mendukung aktivitas usaha UMKM secara digital.
Membantu UMKM dalam mendaftarkan produknya di berbagai platform pasar
digital dan memberikan dukungan dalam pengelolaannya.

3. Peningkatan Kualitas Produk dan Daya Saing:

Menyelenggarakan pelatihan tentang standarisasi produk, mutu produk, dan
keamanan pangan bagi pelaku UMKM.

Membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi produk yang diperlukan
untuk memasuki pasar nasional maupun internasional.

Memfasilitasi akses UMKM terhadap bahan baku berkualitas dengan harga
yang kompetitif.

4. Peningkatan Manajemen Usaha:

Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha yang komprehensif, mulai dari
perencanaan usaha, keuangan usaha, hingga pemasaran.

Menyediakan pendampingan bagi pelaku UMKM oleh para ahli atau
pengusaha sukses untuk membantu mengelola dan mengembangkan usaha.
Mendorong pembentukan kelompok atau asosiasi UMKM untuk memperkuat
jaringan dan saling berbagi pengetahuan serta pengalaman.
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5. Peningkatan Akses Pasar:

* Menyelenggarakan pameran UMKM secara teratur dan membantu UMKM
untuk berpartisipasi dalam pameran nasional maupun internasional.

» Membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti ritel besar, perusahaan
ekspor, dan platform pasar digital untuk memperluas jangkauan pasar produk
UMKM.

= Memberikan informasi pasar yang akurat dan terkini bagi pelaku UMKM
untuk membantu mereka dalam membuat keputusan usaha.

6. Peningkatan Koordinasi Kebijakan:

* Meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terkait
dengan pengembangan UMKM untuk memastikan kebijakan yang diterapkan
lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

= Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan
untuk melihat efektivitasnya dan melakukan perbaikan sesuai dengan
kebutuhan UMKM.

* Meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam proses penyusunan dan
evaluasi kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan
kebutuhan mereka.
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